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Tetaplah berada pada satu jalur yang benar; sedikit orang yang
menjalaninya tidaklah mengapa!
Awas dan waspadalah banyak jalan kearah yang mungkar kendati banyak
peminatnya!
Tak usah tertipu dan gentar!
(Kabeh perkoro diukur karo Mizan as-syar'i)
Ojo kepencut lan ojo gumunan!

Berpikir, Berdzikir dan Berkarir

(By. Alawiyin)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini
berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 th. 1987 No.
0543 b/V/1987.
A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o ba’ b b
o ta' t t
& sa’ S s (dengan titik di atas)
c jim j j
C ha' h h (dengan titik di bawah)
' kha' kh kdanh
s dal’ d d
5 zal’ Z z (dengan titik di atas)
Bl fa H ¥
J zai z z
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v sin ] s
S syin sy sdany
e sad S s (dengan titik di bawah)
o2 dad d d (dengan titik di bawah)
b ta t t (dengan titik di bawah)
L za z z (dengan titik di bawah)
d ‘ain X koma terbalik (di atas)
d gain g g
- fa f f
¢ qaf g g
4 kaf k k
dJ lam ! !
{ mim m m
o nun il n
J wau w w
- na i h
g hamzah 2 apostrof
¢ ya y y
‘okal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transiiterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda Nama Huruf Latin Keterangan

v fathah dan alif a a dan garis di atas
] atau ya
«“. kasrah dan ya i 1 dan garis di atas

J‘ dammah dan wau a u dan garis di atas

Contoh:
J& - qala Jé -qila
() - rama Jsis - yaquiu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

ot

Ta marbutah hidupTa marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat

fathah, kasrah dan dammabh, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oieh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
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Contoh:
July s 5y - raudatuh atfal
5_siall Ausay - al-Madinah ai-Munawwarah
E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam
transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contonh:
Ly - Rabbana - al-birr
J3i - Nazzala gl - ai-hajj

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu * Ji “. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti
oleh huruf qgamariyah.
1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransiiterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf
yang lanésung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Xi1



Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Contoh:
Jasd  -ar-rajulu plill - al-qalamu
ja) - as-sayyldatu Mot -al-jalalu
G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terietak di tengah dan di akhir kata. Apabila terietak di awal

kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
b " syai un i ya) - Umirty
gl -inna osisls - ta'khuzuna
H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan. Dengan kata lain karena ada huruf atau harkat
yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

CRJIN A sl 0l - wa innalldha lahuwa khair ar-raziqin.
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Abstrak

Ketika rezim Orde Baru tumbang, maka kekuatan politik Islam yang
selama ini dalam persembunyian kembali bangkit untuk merebut simpati rakyat
dan untuk berjuang menegakkan kebenaran (truth) dan keadilan (justice) menurut
ajaran agama Islam. Beberapa kekuatan Islam yang muncul di era reformasi
adalah Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, Kisdi, Forum Komunikasi
Ahlusunah Wal Jama’ah, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Kelompok-kelomok ini adaiah kelompok
Islam politik formal yang menginginkan adanya pemeberlakuan syari’at Islam di
Indonesia dan menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Pemberlakuan
syari’at agama Islam di Indonesia bagi mereka sudah tidak dapat ditawar-tawar
lagi karena mayoritas rakyat Indonesia adaiah umat Isiam.

Perjuangan yang dilakukan oleh organisasi ini untuk menegakkan syari’at
agama Islam bermacam-macam caranya dari cara-cara damai dan memberdayakan
umat Islam, sampai pada cara-cara kekerasan untuk memberantas kemaksiatan
dan untuk menegakkan kalimat Allah (/z I’la’1 kalimatiiiah).

Perjuangan mereka untuk memberlakukan syari’at agama Islam secara
kaffah (total) di Indonesia terbentur dengan kondisi bangsa yang plural dan
majemuk yang terdiri dari berbagai suku, golongan, bahasa, tradisi, budaya dan
agama. selain itu rakyat Indonesia yang beragama Isiam tidak semuanya
berkeinginan untuk memberlakukan syari’at agama Islam secara formal di dalam
negara Indonesia atau bahkan jumlah mereka yang menginginkan pemberlakuan
syari’at Islam di Indonesia sangat minim dan menjadi kelompok minoritas.

Akan tetapi kelompok Isiam formaiis ini tidak pantang menyerah dan terus
berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menegakkan syari’at Islam di
Indonesia. Bagi mereka berjuang menegakkan syari’at agama Islam secara formal
adalah jihad (perang suci) (holy war) yang diperintahkan oleh Allah bagi setiap
umat Islam. menurut mereka, negara yang tidak memberlakukan syari’at agama
Islam secara formal adalah negara kafir dan termasuk dalam kategori negara yang
harus di perangi (dar al-harb).

Penyusun tertarik untuk mengenal lebih dalam tentang keberadaan Majelis
Mujahidin Indonesia (MMI)sebagai gerakan Islam yang saat ini banyak
dipandang miring oleh sebagian umat Islam Indonesia pada khususnya dan
bangsa-bangsa Barat pada umumnya. Karena kelompok ini berkeinginan untuk
berjuang menegakkan syari’at Islam di Indonesia dan berjuang untuk mendirikan
negara Islam Indonesia. Kerusuhan yang selama ini terjadi di Indonesia disinyalir
banyak didalangi oleh kelompok Islam garis keras khususnya Majelis Mujahidin
Indonesia (MMI). kerusuhan di maluku, pengeboman tempat-tempat ibadah umat
kristiani dan Pengeboman tempat-tempat maksiat banyak dialamatkan kepada
Majelis Mujahidin Indonesia yang menginginkan pemberiakuan syari’at Isiam
secara total dengan menghabisi tempat-tempat yang di anggap maksiat.

Majelis Mujahidin tentu mempunyai alasan-alasan, tujuan-tujuan dan
konsep-konsep yang di jadikan ruh gerakan-geakannnya selama ini di Indonesia.
sebagai mahasiswa Isilam, kami mempunyai ketertarikan untuk mengetahui
bagaimana tanggapan Majelis Mujahidin Indonesia mengenai issu-issu kekinian




mengenai relasi antara agama dan negara, Islam dan demokrasi, presiden
perempuan dan bagaimana caranya mercka memberlakukan syari’at Islam di
Indonesia serta pemikiran politik Islam versi mereka. Pemikiran Politik Majelis
Mujahidin tersebut menjadi pokok masalah dalam skripsi ini. penyusun
menganalis pemikiran politik mereka dengan konsep-konsep yang ada dalam figh
siyasah agar penyusun menemukan perbedaan dan persamaan antara perspektif
figh siyasah dengan pemikiran politik Majelis Mujahidin Indonesia. Dengan
harapan skripsi ini dapat menemukan formulasi ideal menurut pandangan figh
siyasah kontemporer dan juga dapat merangkul segala ideologi-ideoiogi yang ada
di Indonesia termasuk di dalamnya ideologi Islam.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua sifat penelitian yaitu
penclitian lapangan (field research) dan didukung dengan penelitian pustaka
(library research).

Dengan dua penelitian tersebut penyusun dapat memberikan data yang
sejelas-jelasnya kemudian dapat penyusun analis dari berbagai teori yang berupa
tulisan-tulisan dari kaum intelektual. Kemudian penyusun menggunakan
pendekan normatif untuk mengetahui perbedaan pemikiran politik MMI. Hai ini
digunakan sebagai objektifitas penelitian. Sedangkan untuk mengkaji pemikiran
politiknya digunakan teori-teori serta kaedah-kaedah figh siyasah  agar dapat
diketahui letak persamaan dan perbedaanya. Penulis menggunakan metode
deskriptik analitik.

Menurut penyusun, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam
pandangan politik Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), tidak ada pemisahan
antara agama dan negara. Karena agama Islam adalah agama yang sudah lengkap
(complete) dan memuat seiuruh permasaiahan umat manusia baik dalam bidang
agama (religion), hukum (flaw), budaya (culture) maupun politik (politic). Dan
dalam pandangan figh siyasah, mengenai hubungan antara agama dan negara
adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena negara
merupakan lembaga politik dan kegamaan sekaligus dan pemerintahan didasarkan
pada kedaulatan Ilahi (divine sovereignity).
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masailah

Dalam pemikiran politik Islam, relasi agama dan negara merupakan salah
satu persoalan penting yang telah diperdebatkan para pemikir Isiam sejak hampir
seabad yang lalu dan hingga dewasa ini belum bisa terpecahkan secara tuntas.' Itu
sebabnya, dalam poiitik islam ada tiga paradigma; pertama: paradigma yang
menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan serba lengkap yang
mengatur segaia aspek kehidupan termasuk negara (politik); paradigma kedua:
menyatakan bahwa al-Qur’an tidak mengatur masalah politik atau
ketatanegaraan; ketiga: paradigma yang mengambii jaian tengah bahwa dalam
al-Qur’an tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata
nilai etika bagi kehidupan bernegara.2

Menarik untuk dicermati, paradigma yang menyatakan bahwa Islam
adalah agama yang sempurna dan serba iengkap termasuk kehidupan bernegara
(politik), karena paradigma ini ternyata banyak diadopsi oleh kelompok-kelompok
Isiam fundamentai. Pemikiran kelompok-kelompok tersebut adalah meniscayakan
hubungan yang harmonis antara Islam dan negara. Oleh karena 1tu Emest Gellner
menyatakan bahwa Isiam merupakan biue print bagi suatu tatanan sosial yang

mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan ciri salah satu karakteristik

! Azyumardi Azyra, Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme,
Hingga Post ~Modernisme, (Jakarta: Paramadina 1996), him. 1-3.

? Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara, Sejarah, dan Ajaran Pemikiran, (Jakarta: Ul

T TANANSN 1.1 ks ]
riess 125 ), 1. 1-4.




agama Islam pada masa-masa awal penampilanya adaiah kejayaan di bidang
politik.

Di Indonesia gerakan-gerakan politik yang mengusung panji atau nilai
agama selalu berhadapan dengan kekuasaan dan bahkan kekuatan senjata, terbukti
pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan masa Orde Lama, bahkan pada
masa Orde Baru. Ketika Orde Baru berkuasa, umat Islam sering ditempatkan pada
posisi “an ideoiogical scapegoat”, yakni dikambinghitamkan dalam pergumuian
ideologi (politik). Lebih tegasnya, dengan menggunakan wacana Islam sebagai
ideoiogi, umat Islam menjadi keiompok yang terus menerus dicurigal dan di
anggap sebagai kelompok yang tidak mempercayai ideologi negara (Pancasila)
seratus persen.4 Seperti yang disimpulkan oleh Donald K. Emmerson, selama
separuh abad lebih (1940-hingga sekarang), Islam politik sebenarnya telah
terkalahkan, baik secara konstitusional, fisik, birokratis, elektrai, maupun
simbolik.”

Selanjutnya pada tahun 1980-an, terjadi pergeseran orientasi di kalangan
ormas-ormas Islam, kaum intelektual, dan para aktivis non partai. Generasi baru
ini, yang dalam bahasa Baktiar Effendy disebut “intelektual baru Islam™ dengan

menempuh strategi kultural serta memproduksi wacana politik Islam secara

3 Lihat Ernest Gellner, Muslim Society, cet. ke-4, (Cambrige: Cambrige Universiy Press,
1993), him.1.

* Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi
,(Yogyakarta: Gaiang Press, 2001), him, 144.

5 Lihad Donald K.Emmerson, [siam and Regime in Indonesia: who’s coopting Whom?
makalah disampaikan pada pertemuan tahunan American Political Science Association, Atlanta,
Georgia, AS, 31 Agustus 1998. Lihat juga tufisan tulisanya yang lain, /slam in Aodern Indonesia
-political Impasse. Cultural Oppunity,” dalam Philip H ottoddard, David C. Cuthell, and Margaret
W. Sullivan (eds) Change and the Muslim World, Syracuse: Syracuse University Press: 1981.
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mkiusif dan substansialistik, bertujuan memperbaiki hubungan yang tidak
harmonis antara agama (Islam) dan negara. Yakni mencari hubungan antara Islam
dan negara yang harmonis dan tidak saling curiga.6

Gerakan yang substansialis-inklusif ini berhasil membuat hubungan yang
harmonis dengan Orde Baru, antara iain berbentuk sikap akomodatif pemerintah
terhadap aspirasi umat Islam. Seperti kebijakan tentang Undang-Undang Nasional
(1988), Undang-Undang Peradilan Agama (1989), pembentukan Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (1990), Surat Keputusan Bersama (SKB)
menteri dalam negeri dan menteri agama tentang efektifitas pengumpuian zakat
(1991) dan keputusan Dirjen pendidikan dasar dan menengah P&K tentang
akomodatif negara terhadap ketentuan undang-undang (syari'at Islam) tersebut
belum memuaskan bagi kelompok-kelompok Islam politik tertentu.’

Ketika rezim Orde Baru jatuh, praktis setelah lengsernya Suharto banyak
bermuncuian gerakan-gerakan Islam garis keras, militan, radikai dan bahkan
fundamentalis. Sebenarnya, kelompok-kelompok ini muncul di panggung nasional
sudah lama, sejak berubahnya kebijakan negara pada awal 1980-an dar
peminggiran Islam ke akomodasi Islam. Di era keterbukaan dan kebebasan
sekarang ini, pergerakan Isiam muiai menunjukkan wataknya yang lama
terpendam oleh tekanan rezim Orde Baru. Di era reformasi lahirlah laskar Jihad,

Ikhwanul Muslimin, Front Pembela Isiam (FPI), Hizbut Tahrir, dan Majelis

$ Nurcholis Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, (Jakarta: Paramidana 1999),
him. 52-55.

" M. Syafi’i Ma’arif, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang
cendekiawan Muslim Orde Baru, (Jakarta: Paramidana, 1995), him. 12.




Muslim Seluruh Indonesia (PPMI) didirikan.® Maraknya ormas-ormas tersebut
membuat pentas politik semakin ramai seperti aspirasi umat Isiam menuntut
penerapan Piagam Jakarta, diterapkanya Syari’at Islam, penolakan Presiden
wanita, penyelesaian konflik SARA di Ambon dan solidaritas dunia Isiam
(Palestina).

Para pengamat Islam melihat bahwa gerakan-gerakan yang muncul di
atas setidaknya ditandai dengan dua faktor, internal dan eksternal. Fenomena ini
merupakan respon terhadap sekuiarisme Barat dan dominasi atas dunia Isiam, di
samping respon terhadap krisis kepemimpinan di kalangan umat Islam sendiri.
Dengan kata lain, lahimya gerakan ini tidak hanya merupakan kritik terhadap
Barat melainkan bentuk perlawanan terhadap sesuatu yang di anggap penyebab
krisis dan penindasan. P

Selain itu krisis yang melahirkan frustasi dan rasa ketertindasan nampak
antara lain dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh kaum elit dengan
maraknya korupsi, kajahatan politik, penyalahgunaan wewenang, lemahnya
penegakan hukum dan terpuruknya ekonomi masyarakat yang beakibat pada
peningkatan tindak kriminal, pudarnya solidaritas sosial dan merajalelanya
kemaksiatan. Hal ini sekaligus berdampak puia pada merosotnya legitimasi sistem

politik dan hukum sekular. Maka dari itu, muncul keinginan dari sejumlah umat

§ Kamami Zada, “Wacana Syariat Islam, Menangkap Potret Gerakan Islam di Indonesia”
dalam Jurnal Tashwirul Afkar Deformalisasi Syar’iat Edisi Nol2, (Jakarta: LAKPESDAM-TAF,
2002), hlm. 28-29.

® M. imaduddin Rahmat, “Jalan Aliternatif Syari“at isiam”, dalam Jurnal Tashwirul Afkar,
Deformalisasi Syar’iat Edisi No.12, (Jakarta: LAKPESDAM-TAF, 2002), him. 3.



Islam untuk kembali kepada nilai-nilai Isiam sebagai aiternatif agar dapat keiuar
dari semua bentuk krisis tersebut.'

Bermuia dari persoalan di atas, gerakan-gerakan tersebut berusaha
meresponnya sebagai wujud kepedulian terhadap nasib umat Islam. Salah satunya
adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Organisasi Ini dilahirkan meiaiui
kongres Mujahidin I yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 5-7 Jumadil
Ula 1421 H/ 7 Agustus 2000 M. Dalam kongres tersebut, Abu Bakar Ba’asyir
terpilih sebagai pimpinan Akl al-Halli wa al-‘Aqdi (AHWA) sekaligus Amir
Majelis Mujahidin Indonesia. Kongres tersebut dihadiri kurang lebih 1800 peserta
dari segala elemen ormas dan orpol Islam yang menghasilkan keputusan penting,
di antaranya, terbentuknya institusi Majelis Mujahidin yang bersifat Tansig

(aliansi) dengan misi utama adalah menegakkan syari’at Islam atau formalisasi

[

syar’iat dalam lembaga negara .

Lebih dari itu, penegakan syari’at Islam secara kaffah dalam kehidupan
bernegara menjadi visi Majelis Mujahidin. Hal ini dituangkan dalam latar
belakang kongres Mujahidin untuk mencegah ancaman disintegrasi bangsa yang
akhir-akhir ini semakin kuat dengan munculya berbagai bencana terutama di
bidang politik, HAM, dan demokrasi.

Penegakan syariat Isiam dalam level negara yang secara politik
mempunyai kekuasaan dapat dilihat dari gagasan politik Majelis Mujahidin.
Pendekatan struktural yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin dalam berusaha

0 rpid

U frfan S. Awwas, Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir (Yogyakarta: Wihdah Press
2003), him. 52.




meiimpahkan kekuasaan negara kepada orang musiim yang jelas komitmennya
terhadap Islam dalam segala lingkup kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun
poiitik kenegaraan, sehingga kehidupan bernegara dapaf dikelola sesuai dengan
ajaran yang dituntunkan oleh Allah SWT.

Meskipun demikian, ide formalisasi syari’at Isiam di dalam lembaga
negara yang diperjuangkan oleh MMI ternyata mendapatkan respon yang sangat
keras terutama dari kalangan yang mengindentifikasikan diri sebagai isiam liberal
atau modernis. Bagi kalangan ini penerapan syari'at Islam dalam konteks
kenegaraan tidak reievan dengan kondisi Indonesia yang sangat piural. Umat
Islam tidak bisa menghindar dari arus perubahan zaman, untuk itu dibutuhkan
perubahan yang progresif dalam hukum syari’at untuk menjawab tantangan
zaman dengan mempertimbangkkan semangat dan nilai-nilai fundamental yang
terkandung dalam al-Qur’an dan ai-Sunnah.

Bermula dari urain diatas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut,
terutama wacana pemikiran politik yang mengundang kontroversi dari tokoh-
tokoh Islam. Adapun wacana dari pemikiran-pemikiran politik tersebut yang
menarik dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah relasi antara agama dan
negara, negara Islam, Islam dan demokrasi, syari'at Islam serta presiden
perempuan. wacana pemikiran inilah yang akhir-akhir ini mendapat sorotan dan
tantangan dari kelompok Islam modernis atau 1  al. Untuk itu penyusun ingin

mengetahui lebih ianjut pemikiran tersebut dalam tinjauan figh siyasah.
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B. Pokok Masaiah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok masalah
sebagai berikut:
Bagaimana tipologi pemikiran politik Majelis Mujahidin Indonesia

tersebut dalam perspektif figh siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

i. Tujuan
Untuk menjelaskan mengenai tipologi pemikiran politik Majelis
Mujahidin Indonesia tersebut dalam tinjauan figh siyasah.

2. Kegunaan
Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Sebagai sumbangan bagi khasanah pemikiran politik Islam dalam
prespektif Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

b. Membuka wacana baru dalam pemikiran politik Islam kontemporer.

D. Teiaah Pustaka

Pembahasan pemikiran politik Islam sepanjang penelusuran literatur
memang sudah cukup banyak dikaji, namun sepengetahuan penyusun belum
pernah menemukan literatur yang secara spesifik membahas dari judul: Pemikiran
Politik Mayjelis Mujahidin Indonesia (Perspektif Figh Swyasah).

Sepengetahuan penyusun, ada beberapa literatur penelitian yang berbicara

tentang Majelis Mujahidin Indonesia, diantaranya adalah skripsi yang disusun



oleh Leni Marlina. Dalam skripsi yang berjudul Pemberiakuan Syari'at Isiam di
Indonesia dalam Perspektif Majelis Mujahidin dan Jaringan Islam Liberal
(J]L),12 tersebut di ulas tentang konsep atbig asy-Syari’ah (penegakan syari’at
Islam). Kemudian penyusun juga menemukan skripsi yang disusun oleh M. Idris
yang berjudul Relasi Agama dan Negara, tinjauan terhadap pemikiran Abdui
Qahhar Mudzakkar, dalam skripsi tersebut penyusun mengurai tentang bagaimana
pemikiran Abdul Qahhar Muzdakkar mengenai reiasi antara agama dan negara
dalam konteks Indonesia. Skripsi tersebut mempunyai relevansi dengan gerakan-
gerakan Islam yang muncui pasca reformasi diantarannya adalah organisasi
Majelis Mujahidin Indonesia."

Dalam skripsi lain, penyusun juga menemukan skripsi yang ditulis oieh
Sugiyono yang berjudul /slam dan Politik Pasca Orde Baru (Study Pandangan
Poiitik PKB Terhadap Formalisast Syar’iat dalam Konstitusi RI) dalam skripsi
tersebut dijelaskan bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa menolak gerakan-
gerakan Islam garis keras yang ingin menegakikan syari’at Islam di Indonesia
lewat formalisme syari’at Islam dalam konstitusi Indonesia. N

Seiain dalam skripsi, penyusun juga menemukan buku-buku yang
membahas tentang gerakan-gerakan kelompok Islam fundamentalis serta

membahas tentang politik Isiam, negara Isiam serta gerakan-gerakan dar

2 Leni Marlina, Pemberiakuan Syar‘iat Isiam di Indonesia daiam Perspekiif Majelis
Mujahidin dan Jaringan Islam Lliberal, Skripsi Fak, Syari’ah tahun 2003.

M. Idris, Relasi Agama dan Negara, Tinjauan terhadap Pemikiran Abdul Qahhar
Mudzakar, Skripsi Fak, Syari’ah tahun 2000.

" Sugiyono, Islam dan Politik Pasca Orde Baru (Study Pandangan Politik PKB
Terhadap Formalisasi Syar 'iat Dalam Konstitusi Rl), Skripsi Fak, Syari’ah tahun 2003.



kekuatan ideologi Isilam di Indonesia yang dapat mendukung skripsi yang akan
penyusun susun. Di antara buku-buku yang membahas tema tersebut adalah,
Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba’asyir, di dalam buku ini dibicarakan konsep
pemikiran politik Majelis Mujahidin Indonesia mengenai ide formalisasi
pemberiakuan syari’at Isilam secara kaffah di negara Indonesia. Akan tetapi tidak
dibahas secara khusus menyangkut pemikiran MMI, melainkan banyak dikupas
tentang aktifitas perjuangan seorang tokoh MMI yaitu Abu Bakar Ba’asyir akan
tetapi dalam buku tersebut belum disinggung tentang bagaimana pemikiran politik
MMI daiam konteks keindonesiaan.

Penyusun juga menemukan Buku yang berjudul Risalah Kongres
Mujakudin I dan Penegakan Syari’at isiam, dalam buku ini dijelaskan Keputusan
Kongres Mujahidin dan Piagam Yogyakarta mengenai program umum
perjuangannya daiam menegakkan syari’at Islam di Indonesia dalam bidang
akidah, politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan tentang imamah al-ummah.
Selanjutnya daiam buku tersebut juga memuat rekomendasi tentang seruan kepada
umat Islam untuk menegakkan syariat Islam."> Akan tetapi dalam buku tersebut
belum menjelaskan bagaimana risalah Mujahidin I tentang penegakan Syari“at
Islam di Indonesia tersebut dalam perspektif figh siyasah dan belum menyinggung
tentang kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk.

Buku lain yang penyusun temukan dan dapat mendukung penyusunan
skripsi ini adaiah buku yang ditulis oieh Khamami Zada, Isiam Radikal,

Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia. Pembaca bisa

Y5 Irfan S. Awwas, Risalah Kongres Mujahidin 1 dan Penegakan Syari’at Islam, Seri
publikasi (Yogyakarta: Wihdah Press 2001), him. 1.
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menemukan pembahasan tentang pemikiran politik Isilam, tetapi banyak
pembahasan yang tidak detail karena banyaknya kontek pembicaraan yang
dibahas menyangkut Isiam radikal di Indonesia, seperti dari pespektif Laskar
Jihad, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin hingga Majelis
Mujahidin Indonesia. Dalam konteks pemikiran politik ini, pokok-pokok pikiran
Islam radikal banyak dikemukakan dalam buku ini, antara lain tentang hubungan
Isilam dan negara, syari’at, demokrasi dan presiden perempuan serta tentang
perjuangan menegakkan syari‘at Islam. '

Penyusun juga menemukan buku yang dituiis oieh Eko Prasetyo yang
berjudul, Membela Agama Tuhan, Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik
Global. Buku ini menjeiaskan aksi muncuinya fundamentaiisme Isiam di
Indonesia, salah satunya adalah Majelis Mujahidin, di samping itu buku ini
memaparkan tentang landasan agama sekaiigus sosiai-poiitik bagi muncuinya
kelompok-kelompok Islam Indonesia.

Selain literature yang kami temukan dari buku-buku, penyusun juga
menemukan beberapa tulisan di majalah-majalah dan makalah-makalah. Di antara
tuiisan-tuiisan tersebut adalah tulisan dalam majaiah Tasywirui Afkar, Jurnal
Refleksi Pemikiran Keagamaan, dan Kebudayaan. Di dalam jurnal ini terdapat
berbagai artikel yang isinya mengurai perdebatan tentang wacana diterapkannya
syariat Islam di lembaga negara secara. Muhammad Thalib dari Majelis
Mujahidin mempertegas pemberiakuan syari’at Islam di lembaga pemerintahan

dan di segala aspek kehidupan, sedangkan pokok-pokok pemikiran politiknya

' Kamami Zada, Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam garis Keras
dilndonesia, (Jakarta: Teraju, 2002), xv.
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tidak dibicarakan secara spesifik dan beium ada yang memotret dari kajian figh
siyasah kontemporer.

Bahan-bahan pustaka ini sekaligus digunakan penyusun sebagai data di
samping data melalui wawancara dengan tokoh-tokoh MMI atau tokoh-tokoh lain
menyangkut pemikiran yang berhubungan dengan pemikiran politik Majelis
Mujahidin sebagai wacana pembanding dan bahan masukan dalam menganalisa

pokok masalah.

E. Kerangka Teoretik

Kajian ini merupakan kajian siyasah dusturiyyah yang membahas hai-hai
yang berkaitan dengan tata negara baik mengenai dasar negara, bentuk negara
maupun hak-hak kewajiban warga negara.'” Karena kajian ini kajian siyasah
dusturiyyah, maka ia tidak lepas dari tujuan dasar yaitu siyasah syar 'iyyah sebagai
induknya. Tujuan siyasah syar’iyyah sebagaimana tujuan maqasid asy-syari ah
adalah terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

Sebagaimana Abdul Wahab Khaliaf mendifinisikan siyasah syar’tyyah
sebagai wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam negara
Islam, sehingga terjamin kemasiahatan dan terhindar dari bahaya kemadaratan
dalam batas-batas yang telah ditentukan syara’ dan kaedah-kaedah umum yang

3

berlaku, sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan ijtihad ulama 18 Dengan

demikian maslahah ‘ammah adalah tujuan dari politik Islam.

7 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1993), him.162-167.

18 Wahbah Zuhaily, Usul Figh, Jus I1. Lihat Abdurrazak, Politik Kenegaraan, Pemikiran

ai-Gazaii dan Ibnu Taimiyah cet. 1, (Jakarta: Bina Timu, 1999), him. 21-23.
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Berhubungan dengan khasanah pemikiran politik Isiam, tidak iepas dari
perbincangan masalah signifikansi pembentukan negara. Ketika eksistensi negara
merupakan suatu hal yang naturai dan profan, terutama pada masa modern, maka
semakin mencuat pulalah di kalangan pemikir Islam menyangkut hubungan Islam
dengan negara. Salah satu dimensi persoalan yang seilaiu meiahirkan sudut
pandang yang berbeda menyangkut bagaimana Islam seharusnya menempatkan
diri dalam sistem sosial-politik modern.

Menyikapi persoalan mengenai hubungan antara Islam dan negara, perlu
dijeiaskan paling tidak dua poia pemikiran yang selama ini terdeferensi daiam
sejarah politik Islam. Pertama, pemikiran konservatif, yaitu pemikiran yang tetap
mempertahankan integrasi antara Isiam dan negara, pemikiran ini terkelompok
dalam dua golongan, tradisionalis dan fundamentalis. Golongan tradisionalis ingin
mempertahankan tradisi dan praktek pemikiran politik Isiam klasik atau
pertengahan. Sedangkan golongan fundamentalis'’ ingin melakﬁkan reformasi
sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Isiam secara total dan menoiak sistem
yang dianut oleh manusia, pemikiran konservatif ini pada akhirnya menelurkan
suatu pemahaman bahwa Isiam adaiah agama sekaligus negara (ad-din wa ad-
daulah), maka berpolitik dalam negara adalah kewajiban agama dan agama

menjadi alat formal untuk membentuk masyarakat baru.

! pendapat ini dikemukakan oleh Abu 'Alla al-Maududi dengan mengatakan bahwa
kedaulatan adalah milik Allah  semata ( sovereignity of God) sedangkan dasar negara adalah
syari'at Islam yang diturunkan Nabi Muhammad. Hukum yang bertentangan dengan syari'at harus
diganti dan diselaraskan dengan hukum tersebut. Begitu juga negara tidak memiliki wewenang
untuk melanggar batas-batas yang telah digariskan Isiam. Lihat ai-Maududi, Hukum dan
Konstitusi Sistem Politik Islam, cet V1, ( Mizan: Bandung 1998), him. 239.
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Kedua, pemikiran modernistik, poia pemikiran ini menunjukkan
pengunggulannya terhadap ilmu pengetahuan dan menerjemahkan ajaran-ajaran
Isiam (nas) ke dalam konteknya. Pola ini terbagi menjadi dua, yaitu sekularistik
dan simbiosisitik. Sekularistik merupakan pemikiran yang menyatakan, bahwa
Islam sebagaimana agama-agama lainya hanyalah suatu agama yang mengatur
masalah-masalah vertikal, tidak ada hubungan dengan masalah kenegaraan. Nabi
Muhammad diutus dengan tugas tunggali mengajak manusia kembali kepada
kehidupan yang mulia, tugas agama tidak dimaksudkan untuk mendirikan dan
mengepalal suatu negara. Sementara simbiosistik merupakan pemikiran yang
bersifat simbiosis yang menyatakan ketidaksepakatannya terhadap model
pemikiran konservatif dan sekularistik. Pemikiran ini memaparkan bahwa dalam
Islam tidak terdapat sistem kenegaraan atau sistem politik yang baku, tetapi Islam
hanya menyediakan seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.”

Munculnya berbagai pemikiran di atas disebabkan oleh perbedaan
pemahaman terhadap ajaran Islam (syari’at) itu sendiri, ketika berhadapan dengan
situasi sosial, kultural serta intelektual atau dalam istilah Muhammad Arkoun
dikenai sebagai estetika penerimaan (aestetic of reception) dalam menentukan
bentuk dan pemahaman. Kecenderungan yang berbeda dalam upaya memahami
syar’iat dapat berujung pada pemahaman yang berbeda pula mengenai suatu

doktrin. Oleh kerenanya, kendatipun setiap muslim menerima prinsip-prinsip ini

20 Maskuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Jalan, Respon Intelektual Mushim
Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1977 (Yogyakarta: Tiara Wacana 1999), hlm.5-7.



yang tercantum dalam ajaran Islam, pemahaman terhadapnyapun akan tetap
melahirkan doktrin yang distinctif*'

Pemahaman Majelis Mujahidin terhadap ajaran Isiam adalah fotalistik dan
legal-formalistic. Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah,
sosial, ekonomi, budaya maupun politik dan Isiam tidak hanya menjadi landasan
perilaku sosial, akan tetapi lebih dari itu juga menjadi landasan normatif suatu
tatanan kehidupan negara. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pemikiran di
atas maka pemikiran politik Majelis Mujahidin nampaknya dapat dikategorikan ke
dalam pemikiran pertama. Hal ini disebabkan oleh Majelis Mujahidin di satu sisi
memandang Islam sebagai agama yang kaffah dan bersifat integral, di sisi lain ia
mengakui bahwa dalam soal kenegaraan Isilam hanya memberikan hukum-hukum
dan prinsip-prinsip dasar yang fleksibel dan elastis, oleh karena itu kajian atas
pemikiran politik tentu saja akan memperjelas alur pikir dari mazhab pemikir

politik yang dianutnya.

F. Metode penelitian
1. Jenis Penelitian
Tulisan ini disusun berdasarkan penelitian lapangan (field research) dan
dibantu dengan studi pustaka (/ibrary research) Penelitian ini dilakukan secara
spesifik mengenai pemikiran politik Majelis Mujahidin  Indonesia (MMI),

sehingga diharapkan dapat diambil pokok-pokok pemikirannya dengan jelas dan

2! Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam., hlm. 6-14.
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lengkap.”* Penelitian pustaka (library research) dipergunakan sebagai
perbandingan antara pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia dengan teori-teori

figh siyasah serta pemikiran-pemikiran politik MMI (fieid research).

2. Sifat Penelitian
Penulisan ini bersifat deskriptif analitik, yakni analisis hanya sampai pada
tahap deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis
sehingga dapat iebih mudah difahami dan disimpulkan. Penelitian ini berusaha
menggambarkan bentuk pemikiran politik Majelis Mujahidin kemudian dianalisa

dengan mengunakan kaedah-kaedah figh siyasah selanjutnya diambii kesimpuian.

3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam sebuah penelitian, metode mempunyai fungsi penting untuk
mencantumkan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah. Sebuah
metode yang tepat akan membuat karya iimiah lebih terarah dan mencapai tujuan
yang optimal. Adapun dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data
dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (interview), yaiia teknik pengumpulan data utama yang
diperoiech dengan wawancara langsung dengan objek yang
bersangkutan. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang
atau lebih secara iangsung. Hal ini berguna untuk mendapatkan data

pertama (primer), kedua, pelengkap (sekunder) pengumpulan datanya,

2 Afifuddin Azhar, Metode Penelitian, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him. 8.
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ketiga, menguji pengumpulan data lainya.?® Adapun wawancara akan
dilakukan dengan tokoh-tokoh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)
antara lain, yaitu ketua dan sekretaris Lajnah Tanfiziyah yang dianggap
sebagai representasi dari lembaga/ organisasi tersebut.

b. Studi kepustakaan (/1brary research), ditakukan untuk memperoieh data
tentang Majelis Mujahidin Indonesia baik berupa buku, majalah, koran,
kitab-kitab dan dokumen-dokumen resmi yang dijadikan pegangan

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

4. Analisis Data
Dalam analisis ini, penyusun menggunakan metode kualitatif, dengan
berfikir induktif yakni proses logika yang berangkat dari data empiris lewat
wawancara yang dilakukan menuju kepada suatu teori. Dari sini diupayakan untuk
menemukan struktur iogis mengenai konsep pemikiran politik Majelis Mujahidin

Indonesia.

5. Pendekatan
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yaitu
menganaliisa data dengan menggunakan pendekatan daiii atau kaidah yang
menjadi pedoman perilaku manusia. Dalam hal ini pernyataan pergerakan
Majelis Mujahidin akan dilihat dari sisi dalii dan kaidah figh, karena itu

merupakan bagian dalam kajian (hukum Islam) yaitu figh siyasah.?*

» Husain Usman, dan Purnomo Setiady, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2001), him. 58,

* Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 136.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka
penyusun membagi skripsi ke dailam lima bab, masing-masing terdiri dari sub-
bab secara lengkap. Penyusun dapat menggambarkan sebagi berikut :

Bab satu, pendahuiuan yaitu mendiskripsikan pokok permasaiahan yang
akan dikembangkan dalam penulisan skripsi, dalam bab ini berupa uraian tentang
latar belakang masalah, pokok masaiah, tujuan dan kegunaan peneiitian, telaah
pustaka, kerangka teori dan metode penelitian kemudian di akhiri dengan
sistematika pembahasan.

Bab dua, menguraikan tentang gambaran umum organisasi Majelis
Mujahidin Indonesia (MMT1) yang meiiputi, sejarah berdirinya, asas visi dan misi,
kepemimpinan dan kaderisasi Majelis Mujahidin.

Bab tiga, daiam bab tiga ini akan dijelaskan dan dideskripsikan pemikiran
politik Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Adapun pemikiran politik tersebut
meliputi relasi agama dan negara, terutama daiam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila ini, lebih lanjut penting untuk
dideskripsikan tentang negara Isiam, penegakan syari'at Isiam dalam dalam
bingkai NKRI, kemudian dilanjutkan mengenai Islam dan demokrasi dan
kepemimpinan menyangkut presiden perempuan.

Bab empat, merupakan inti dari penulisan skripsi, dalam bab empat ini
penyusun berusaha mengkaji secara mendalam tentang pemikiran poiitik Majelis
Mujahidi Indonssia (MMI) dengan menggunakan kaidah figh (siyasah

syar 1yyah) disertai argumen dari berbagai tokoh.
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Bab lima, bab ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian
penelitian dengan memuat kesimpulan dari pokok masalah penelitian, kemudian

dilengkapi dengan beberapa saran.




BAB V

PENUTUP

. Kesimpuian

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai pemikiran politik

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) perspektif figh siyasah dapat ditarik

beberapa kesimpulan antara lain:

I.

Dalam pandangan politik Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), tidak ada
pemisahan antara agama dan negara. Hal ini karena dalam agama [slam
adalah agama yang sudah lengkap (compierej dan memuat seluruh
permasalahan umat manusia baik dalam bidang agama (rel/igion), hukum
(ilaw), budaya (cuiture) maupun politik (poiitic). Agama Islam teiah
memberikan pedoman yang lengkap (completed rule) tentang politik Islam
(Isiamic poimicai) dan bentuk negara Islam (Isiamic state). Dalam
pemikiran polittk Majelis Mujahidin Indonesia, negara Islam adalah
negara yang diselenggarakan atas dasar kedauiatan Alilah. Dalam negara
tersebut hukum yang berlaku adalah hukum Allah yang tertuang dalam
syari’at agama Isiam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis.

Negara Islam adalah negara yang mempunyai penduduk muslim
terbesar di dunia. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam ini
membuat Majelis Mujahidin Indonesia berkeinginan untuk menerapkan
syari’at agama Isiam sebagai hukum formal di negara Indonesia.
Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dan memakat

hukum-hukum yang berasal dari warisan kolonialisme Belanda harus
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mengganti hukum dan bentuk negara menjadi hukum dan bentuk negara
Islam dengan menjalankan syari’at Islam secara total.

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mengiginkan penegakan
syariat Islam secara formal di Indonesia, dan menghendaki pemasukan

Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945 adapaun mengenai
pendirian negara Islam (/slamic state) di Indonesia mereka berpendapat
bahwa jika negara sudah memberiakukan syari’at agama Isiam secara
total, maka otomatis negara tersebut menjadi negara Islam. Akan tetapi
Majelis Mujahidin Indonesia juga menghendaki penegakan negara Isiam
di Indonesia yang sistem pemerintahan Islam (siyasah) yang mengakui

Menurut Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dalam sistem politik
dan pemerintahan Isiam tidak ada istilah demokrasi. Secara tegas Majelis
Mujahidin Indonesia menolak adanya sistem demokrasi karena demokrasi
adalah sistem ketatanegaraan yang berasal dari Barat dan mengakui
adanya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan suara rakyat,
sedangkan daiam teori poiitik Islam kedauiatan tertinggi ada di tangan
Tuhan (Allah).

Majeiis Mujahidin Indonesia (MMI) juga menoiak presiden
perempuan. Karena hasil ijtihadnya sesuai dengan nash (Qur-an dan
Hadis) serta masih tetap berpegang teguh pada pendapat-pendapat uiama
(as-Salaf as-Salih) yang tidak diragukan dalam memahami teks-teks

keagamaan, bahwa perempuan tidak di benarkan memimpin negara.
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2. Dalam pandangan figh siyasah pemikiran politik Majelis Mujahidin
Indonesia mengenai relasi antara agama dan negara adalah merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi dalam pandangan
figh siyasah mengenai bentuk dan kategori negara Islam terjadi perbedaan
pendapat antara uilama-uiama’ pada zaman dahuiu maupun sekarang.
Setidaknya ada tiga kelompok yang mempunyai perbedaan pendapat
mengenai negara Isiam. Ketiga kelompok tersebut adalah:

% Pertama, konsep bersatunya agama dan negara.

% Kedua, merupakan anti tesis dari kelompok pertama bersifat
sekularistik.yaitu menolak pendasaran negara pada Islam atau paling
tidak menoiak determinasi isiam akan bentuk tertentu dart negara.

% Ketiga, memandang agama dan negara bergabungan secara simbiotik
yaitu hubungan timbal balik dan saling memeriukan. negara di
tempatkan sebagai sarana penunjang perkembangan agama, dan
agama di posisikan sebagai pembimbing etika dan moral (moral
Jorce) bagi suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, pendapat yang dipakai adalah pendapat
kelompok ketiga yang menjadikan nilai-nilai ajaran agama secara essensial
sebagai etika moral bagi negara-bangsa (nation state) indonesia karena negara
Indonesia adalah negara yang sangat plural yang terdiri dari berbagai

kelompok agama, budaya, tradisi dan sosiai kemasyarakatan.
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B. Saran-Saran

1.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 dan terdini dari berbagai macam budaya, tradisi, bahasa, dan agama.
Oleh sebab itu keinginan memberlakukan syari’at agama Islam di
Indonesia akan menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal yang dapat
memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara karena tidak
semua rakyat Indonesia beragama Isiam dan tidak semua umat Isiam
menginginkan pemberlakuan syari’at agama Islam secara formal di
Indonesia. Menurut hemat penyusun yang terpenting adaiah bagaimana
perilaku rakyat Indonesia tidak bertentangan secara sunbtansiil terhadap
nilai-nilai fundamen agama Isiam dan masih tetap menjadikan syar’at
agama Islam sebagai acuan bagi pola hidupnya. Hukum Islam harus
berakuiturasi dengan budaya, tradisi dan kondisi masyarakat Indonesia,
agar keberadaan hukum Islam dapat menjadi solusi terhadap
permasalahan-permasaahan yang ada daiam masyarakat Indonesia.

Negara Indonesia tidak mungkin membentuk negara Islam karena
pertimbangan keaneka ragaman yang dimiliki oieh bangsa Indonesia.
Bentuk pemernintahan Indonesia yang menganut sistem Rgmerintahan
D.__krasi adalah bentuk final, karena dalam sistem tersebut rakyat
diberikan hak untuk menentukan kebijakan 'negara melalui pemilihan
umum yang jujur, terbuka dan adil. Sedangkan daiam sistem pemerintahan
Islam yang mengakui adanya kedaulatan Tuhan dan bersifat teokrasi teapi

pada prakteknya sejarah membuktikan bahwa pemerintahan dalam Isiam
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bercorak monarkhi, tidak memberikan kebebasan terhadap rakyat untuk
menentukan masa depannya sendiri yang dapat berakibat terjadinya
otoritarianisme baru di Indonesia.

Sistem demokrasi adalah sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak
merdeka sampai dengan sekarang. Sistem demokrasi bukaniah tidak
Islami karena nilai-nilai dasar demokrasi seperti, demokrasi seperti
toleransi, persamaan anatara hak dan kewajiban, persamaan derajat,
(musawah), gender, musyawarah (syura’), kebebasan bereksprest (a/-
hurriyai), penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu untuk
menciptakan rasa keadilan (al-‘adalah), sangat sesuai dengan nilai-nilai
ajaran agama Isiam. Sistem demokrasi tersebut sebaiknya didukung oieh
kaum Islam formalis seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) agar
niiai-niiai demokrasi yang sesuai dengan nilai-niiai syari’at agama Isiam
dapat terealisasi dengan baik di negara Indonesia ini dan tidak
diselewengkan oleh para penguasa.

Secara tekstual, agama memang melarang presiden perempuan, akan
tetapi hukum Isiam adaiah hukum yang fieksibel, dan bersifat universal.
Oleh sebab itu teks agama harus diterjemahkan dan diijtihadi terus
menerus agar hukum Isiam dapat menjawab tantangan zaman termasuk
didalamnya masalah presiden perempuan. Memang terjadi perselisihan
pendapat diantara mazhab yang dianut oleh umat Islam mengenai masalah
presiden perempuan ini, akan tetapi di zaman modern ini bukanlah waktu

yang tepat untuk memperdebatkan masalah gender tetapi yang terpenting
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adalah bagaimana kuaiitas dari seseorang yang akan menjadi presiden
dalam suatu negara. Perempuan menurut hemat penyusun sah-sah saja
menjadi presiden asalkan perempuan tersebut mempunyai kualitas,
kapabilitas dan tidak merugikan umat Islam. Penolakan Majelis Mujahidin
Indonesia mengenai presiden perempuan disebabkan karena pemaknaan
teks yang sangat tekstual dari Majelis Mujahidin Indonesia dan tidak
meiihat realitas yang dialami oleh bangsa Indonesia sebagai negara

modern (modern state) yang berwawasan kebangsaan.

}Jl

Dalam pandangan figh siyasah memang permasaiahan syari’at Isiam,
relasi antara agama dan negara, demokrasi, negara Islam dan presiden
perempuan memang hampir sama dengan pemikiran dan pendapat dari
Majelis Mujahidin Inodnesia. Akan tetapi figh adalah hukum yang dibuat
oieh manusia berdasarkan pemaknaan terhadap teks ai-Qur’an dan Hadis
sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya serta tidak bisa
terlepas dari historisitas. Teori-teori figh siyasah yang menghendaki
penyatuan antara Islam dan negara, pemberlakuan terhadap syari’at agama
Islam secara formal dalam suatu negara, pendirian negara Islam,
pengharaman terhadap demokrasi dan presiden perempuan harus di
interpretasi ulang agar sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat,
bangsa dan negara Indonesia.

Masalah poiitik adalah masaiah yang sangat menarik untuk dikaji,
karena dalam politik tidak ada yang pasti seperti ilmu matematika, serta

permasaiahan politik adaiah suatu permasalahan yang akan selalu aktual dan
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faktuai karena manusia tidak akan bisa teriepas dari permasaiahan politik tiap
hari, menit dan detik. Apalagi masalah-masalah yang berkaitan dengan issu-
issu negara Islam, formalisasi syari’at Islam, demokrasi, presiden perempuan
dan hak asasi manusia. Figh siyasah belum mempunyai teori-teori yang jelas
dan komplit tentang issu-issu politik Isiam dan politik kontemporer. Oieh
sebab itu, teori-teori politik yang ada dalam figh siyasah harus selalu di
interpretasi dan diijtihadi ulang oleh para pemikir Islam agar dapat merespon
perubahan zaman dan sesuai dengan situasi dan kondisi umat manusia di
zaman modern ini.

Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, penyusun mengharapkan
penelitian ini dikembangkan dan dikaji uiang sebab permasalahan politik
Islam dan politik kontemporer akan berubah secara dinamis mengiringi

sejarah peradaban manusia.
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47

Allah Pelindung orang-orang yang beriman;
Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan
(kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan
orang-orang vang kafir, pelindung-
pelindungnya  ialah  syaitan,  yang
mengeluarkan mereka dari cahaya kepada
kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah
penghuni  neraka, mereka kekal di

II

13

48

Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak,
saudara-saudara, isteri-isteri, kaum
keluargamu, harta kekayaan yang kamu

IICQ"IQ an mrrnanaan vanda ]meYT ]fhﬁ‘llaf’ﬁ
LAt A P S e s AL oML BGILU BLIG VYA L

kerugiannya, dan rumah-rumah tempat
tinggal yang kamu sukai, adalah Iebih kamu
cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan
f,lnri\ l\nr;;‘«nd A snlne Nlvrn mnl»n
\ua / UUlJllla (VU] quau 1'4_)«:1, inana
tunggulah sampai Allah mendatangkan
keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang fasik.

I

54

Hai orang-orang yang beriman, taatilah
Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an)
dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan harn
kemudian.

II

54

(yaitu) orang-orang yang jika Kami
teguhkan kedudukan mereka dit muka bumt,
niscaya mereka mendirtkan sembahyang,
menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang
ma'ruf dan mencegah dar perbuatan yang
mungkar; dan kepada Allah-lah kembah
segala urusan..

111
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55

Hai orang-orang yang beriman, masuklah
kamu ke  dalam  Isiam secara
keseluruhannya, dan janganlah kamu turut
langkah-langkah syaitan. Ses~~guhnya
syaitan itu musuh yang nyat~ bag .
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64

Dan janganlah kamu mendekati zina;
sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang
buruk.

13

(i

34

65

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang
diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu,
yaitu: janganlah kamu mempersekutukan
sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah
terhadap kedua orang 1ibu bapa, dan
janganlah kamu membunuh anak-anak
kamu karena takut kemiskinan. Kami akan
memberi rezki kepadamu dan kepada

mereka, dan janganlah kamu mendekati

nerbuatan- mrhnafﬂn vano lrpn bhailk vano
Pe bal vyang

EROAE{ogee ey LGl Jan ngs

nampak d1 antaranya maupun yang
tersembunyi, dan  janganlah  kamu

membunuh jiwa yang diharamkan Allah

1l T \ 1 Lo +
\uMuuunuun,a, melainkan dv'ﬁéuu sgsuatu

(sebab) yang benar". Demikian itu yang
diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu
supaya kamu memahami (nya).

14

111

35

65

Dan dalam qishash itu ada (jaminan
kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

15

I

36

65

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa
yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian
kamu lebih banyak dari sebahagian yang
lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada
bahagian daripada apa yang mereka
usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada
bahagian dari apa yang mereka usahakan,
dan mohonlah kepada Allah sebagian dari
karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.

16

111

37

65

Dan janganlah sebahagian kamu memakan
harta sebahagian yang lain di antara kamu
dengan jalan yang batil dan (janganlah)
kamu membawa (urusan) harta itu kepada
hakim, supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain
itu dengan (i='»n berbuat) dosa, padahal
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BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. KH. ABU BAKAR BA'ASYIR

Abu Bakar Ba'asyir bin Abu Bakar Abud vang biasa dipanggil Ustad Abu
ini, lahir di Jombang, 17 Agustus 1938, Pendidikannya adalah mantan Siswa
Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur (1959) dan alumni Fakultas Dakwah
Universitas Al-Irsyad, Solo, Jawa Tengah (1963). Perjalanan karirnya dimulai
dengan menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Solo. Selanjutnya adalah
menjabat Sekretaris Pemuda al-Irsyad Solo, terpitih menjadi Ketua Gerakan
Pemuda Islam Indonesia (1961), Ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam,
memimpin Pondok Pesantren al-Mukmin, Ngruki, Seolo, Jateng (1972) dan Ketua
Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), 2002. Pada tanggal 10 Maret
1972, Abu Bakar Ba'asyir bersama Abdullah Sungkar Yoyo Roswadi, Abdul
QQohar H. Daeng Matase dan Abdullah Baraja mendirikan Pondok Pesantren al-
Mukmin. Pondok Pesantren int berlokasi di Jalan Gading Kidul 72 A, Desa
Ngruki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Menempati areal seluas 8.000 meter
persegi persisnya 2.5 kilometer dan Solo. Keberadaan pondok ini semula adalah
kegiatan pengajian kuliah zuhur di Masjid Agung Surakarta. Membajirnya jumlah
jama'ah membuat para mubalig dan ustad kemudian bermaksud mengembangkan
pengajian itu menjadi Madrasah Diniyah.

Tahun 1983, Abu Bakar Ba'asyir ditangkap bersama dengan Abdullah
Sungkar. la dituduh menghasut orang untuk menolak asas tunggal Pancasila. la
juga melarang santrinya melakukan hormat bendera karena menurut dia itu
perbuatan syirik. Tak hanya itu, ia bahkan dianggap merupakan bagian dari
gerakan Hispran (Haji Ismail Pranoto) salah satu tokoh Darul Islam/ Tentara
Islam Indonesia Jawa Tengah. Di pengadilan, keduanya divonis 9 tahun penjara.

Pada tanggal 11 Februari 1985, ketika kasusnya masuk kasasi Ba'asyir dan
Sungkar dikenai tahanan rumah, saat itulah Ba'asyir dan Abdullah Sungkar
melarikan diri ke Malaysia. Dari Solo mereka menyebrang ke Malaysia melalut
Medan. Menurut pemerintah AS, pada saat di Malaysia itulah Ba'asyir
membentuk gerakan Islam radikal, Jema'ah Islamiyah, yang menjalin hubungan
dengan al-Qaeda.

Tahun 1985-1999, aktivitas Ustadz Baasyir di Singapura dan Malaysia
jalah menyampaikan dakwah Islam kepada masvarakat Islam berdasarkan al
Quran dan Hadis vang dilakukan sebulan sekali dalam sebuah forum, yang hanya
memakan waktu beberapa jam di sana. ia tidak membentuk organisasi atau
gerakan Islam apapun. Selama di sana ia dan Abdullah Sungkar hanya
mengajarkan pengajian dan mengajarkan sunnah Nabi. Namun pemerintah
Amerika memasukkan nama Ba'asyir sebagai salah satu teroris karena gerakan
Istam vang dibentuknya vaitu Jema'ah Islamiyah, terkait dengan jaringan al-
Qaeda. Sekembalinva dari Malaysia Ba'asyir langsung terlibat dalam
pengorganisasian Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang merupakan salah satu
dari salah satu organisasi Islam baru yang bergaris keras. Organisasi ini bertekad
menegakkan Syari'at Islam di Indonesia.
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Pada tanggal 10 Januari 2002, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari)
Sukoharjo, Muljadji menyatakan bahwa pihaknva akan segera melakukan
eksekust putusan kasasi MA terhadap pemimpin tertinggi M: :lis Mujahidin
Indonesia (MMI) Abu Bakar Ba'asyir. Untuk itu, Kejari akan segera melakukan
koordinast dengan Polres dan Kodim Sukoharjo.

Pada bulan 25 Januari 2002, Abu Bakar Ba'asyir memenuhi panggilan
untuk melakukan klarifikasi di Mabes Polri. Abu Bakar datang ke Gedung
Direktorat Intelijen di Jakarta sekitar pukul 09.30. Saat konferensi pers, pengacara
Abu Bakar Ba'asyir, Achmad Michdan, mengatakan, pemanggilan Abu Bakar
Ba'asyir oleh Mabes Polri bukan bagian dari upaya Interpol untuk memeriksa Abu
Bakar. "Pemanggilan itu merupakan klarifikasi dan pengayoman terhadap warga
negara,” tegas Achmad.

Pada tanggal 28 Februari 2002, Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew,
menyatakan Indonesia, khususnya kota Solo sebagai sarang teroris. Salah satu
teroris yang dimaksud adalah Abu Bakar Ba'asyir Ketna Majelis Mujahidin
Indonesia, yang disebut juga sebagai anggota Jama'ah Islamiyah. Pada tanggal 19
April 2002, Ba'asyir menolak eksekusi atas putusan Mahkam . Agung (MA),
untuk menjalani hukuman pidana selama sembilan tahun atas dirinya, dalam kasus
penolakannya terhadap "Pancasila” sebagai asas tunggal” pada tahun 1982
Ba'asyir menganggap, Amerika berada di balik eksckust atas putusan yang sudah
kadaluarsa itu.

Pada tanggal 20 April 2002, Ba'asyir meminta perlindungan hukum
kepada pemerintah kalau dipaksa menjalani hukuman sesuai putusan kasasi MA
tahun 1985. Sebab, dasar hukum untuk penghukuman Ba'asyir, yakni Undang-
Undang Nomor 11/PNPS/1963 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Subversi
kini tak berlaku lagi dan pemerintah pun sudah memberi amnesti serta abolisi
kepada tahanan dan narapidana politik (tapol/napol).

Bulan April 2002, Pemerintah masih mempertimbangkan akan
memberikan amnesti kepada tokoh Majelis Mujahidin KH Abu Bakar Ba'asyir,
vang tahun 1985 dihukum selama sembilan tahun oleh Mahkamah Agung (MA)
karena dinilai melakukan tindak pidana subversi menolak asas tunggal Pancasila.
Dari pengecekan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Man a (Menkeh dan
HAM) Yusril thza Mahendra, ternyata Ba'asyir memang belum termasuk tahanan
politik/ narapidana politik (tapol/ napol) yang memperoleh amnestt dan abolisi
dalam masa pemerintahan Presiden Habibie maupun Abdurrahman Wahid. 8 Mei
2002, Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memutuskan tidak akan
melaksanakan eksekusi terhadap Abu Bakar Ba'asyir atas | :usan Mahkamah
Agung (MA) untuk menjalani hukuman pidana selama sem! 2an tahun penjara.
Alasannya, dasar eksekusi tersebut, yakni Undang-Undang (UU) Nomor [1/
PNPS/1963 mengenai tindak pidana subversi sudah dicabut dan melanggar hak
asasi manusia (HAM). Sebaliknva, Kejagung menyarankan kepada Kepala
Kejaksaan Negeri Sukoharjo (Jawa Tengah) untuk meminta amnesti bagi Ba'asyir
kepada Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pada tanggal 8 Agustus 2002, Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia
(MMI) mengadakan kongres I di Yogyakarta untuk membentuk pimpinan
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Mujahidin. Terpilihlah Ustad Abu Bakar Ba'asyir sebagai ketua Mujahidin
sementara.

Pada tanggal 19 September 2002, Ba'asyir terbang ke Medan dan
Banjarmasin untuk berceramah. Dari sana, ia kembali ke Ngruki untuk mengajar
di pesantrennya. Pada 23 September 2002, Majalah TIME menulis berita dengan
judul Confessions of an al Qaeda Terrorist dimana ditulis bahwa Abu Bakar
Ba'asyir discbut-sebut scbagai perencana peledakan di Masjid Istiglal. Time
menduga Ba'asyir sebagai bagian dart jaringan terorisme internasional yang
beroperast di Indonesia. TIME mengutip dari dokumen CIA, menuliskan bahwa
pemimpin spiritual Jama'ah Islamiyah Abu Bakar Ba'asyir "terlibat dalam
berbagat plot." Int menurut pengakuan Umar al-Faruq, seorang pemuda warga
Yaman berusia 31 tahun yang ditangkap di Bogor pada Juni lalu dan dikirim ke
pangkalan udara di Bagram, Afganistan, yang diduduki AS. Setelah beberapa
bulan bungkam, akhirnya al-Faruq mengeluarkan pengakuan--kepada ClA--yang
mengguncang. Tak hanya mengaku sebagai operator al-Qaeda di Asia Tenggara,
dia mengaku memiliki hubungan dekat dengan Abu Bakar Ba'asyir. Menurut
berbagai laporan intelijen yang dikombinasikan dengan investigast majalah Time,
bahkan Ba'asyir adalah pemimpin spiritual kelompok Jama'ah Islamiyah yang
bercita-cita membentuk negara Islam di Asia Tenggara. Ba‘asyir pulalah vang
dituding menyuplai orang untuk mendokung gerakan Farug. Ba'asyir disebut
sebagai orang yang berada di belakang peledakan bom di Masjid Istiglal tahun
1999. Dalam majalah edist 23 September tersebut, al-Farug juga mengakui
keterlibatannya sebagai otak rangkaian peledakan bom, 24 Desember 2000. Pada
tanggal 25 September 2002, Dalam wawancara khusus dengan wartawan .
TEMPO, Ba'asyir mengatakan bahwa selama di Malaysia ia tidak membentuk
organisasi atau gerakan Islam apapun. Selama di sana ia dan Abdullah Sungkar
hanya mengajarkan pengajian dan mengajarkan sunnah Nabi. "Saya tidak ikut-
ikut politik. Sebulan atau dua bulan sekali saya juga datang ke Singapura. Kami
memang mengajarkan jihad dan ada di antara mereka yang berjihad ke Filipina
atau Afganistan. Semua sifatnya perorangan.” Ungkapnya.

Pada tangga 11 Oktober 2002, Abu Bakar Ba'asyir mengadukan Majalah
TIME sehubungan dengan berita yang ditulis dalam majalah tersebut tertanggal
23 September 2002 yang menurut Ba'asyir berita itu masuk dalam ¢rial by the
press dan berakibat pada pencemaran nama baiknya. Ba'asyir membantah semua
tudingan vang diberitakan Majalah TIME. Ia juga mengaku tidak kenal dengan al-
Faruq.

Ketika tanggal 11 Oktober 2002, Ketua Majelis Mujahidin Indonesia Abu
Bakar Ba'asyir meminta pemerintah membawa Omar al-Faruq ke Indonesia
berkaitan dengan pengakuannva yang mengatakan bahwa ia mengenal Baasyir.
Atas dasar tuduhan AS vang mengatakan keterlibatan al-Faruqg dengan jaringan al-
Qaeda dan aksi-aksi teroris yang menurut CIA dilakukannya di Indonesia,
Ba'asyir mengatakan bahwa sudah sepantasnya al-Farug dibawa dan dipertksa di
Indonesia.

Pada tanggal 14 Oktober 2002, Ba'asyir mengadakan konferensi pers di
Pondok al-Islam, Solo. Dalam jumpa pers itu ia mengatakan peristiwa ledakan di



Bali merupakan usaha AS untuk membuktikan tudingannya selama ini bahwa
Indonesia adalah sarang teroris.

Ketika tanggal 17 Oktober 2002, Markas Besar Polri telah melayangkan
surat panggilan sebagai tersangka kepada Pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia
Abu Bakar Ba'asyir. Namun Ba'asyir tidak memenuhi panggilan Mabes Polri
untuk memberi keterangan mengenai pencemaran nama baiknya yang dilakukan
oleh majalah TIME.

Pada tanggal 18 Oktober 2002, Ba'asyir ditetapkan tersangka oleh
Kepolisian RI menyusul pengakuan Omar al-Farug kepada Tim Mabes Polri di
Afghanistan juga sebagai salah seorang tersangka pelaku pengeboman di Bati.

2. AFMAWARDI

Nama lengkapnya adalah Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basyr, lahir di
Basyrah pada tahun 364 H, hidup antara tahun 464 H / 975 M- 450 H/ 1058 M.
seorang pemikir terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi’i dan pejabat tinggi
yang berpengaruh dalam pemerintahan “/Abbasiyah”. Setelah berpindah-pindah
tempat dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, akhirmya dia kembali dan
menetapkan di Bagdad dan mendapat kedudukan yang terhormat pada
pemerintahan khilafah al-Qadir. al-Mawardi adalah seorang penulis yang
produktif, cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai cabang ilmu, sadar
bahasa sampai sastra, figh, ketatanegaraan, karya monumentalnya dalam kajian
figh siyasah adalah al-Ahkam as-Sultaniyah, meupakan karya yang masih menjadi
literatur wajib dalam mata kuliah “Politik Islam” di beberapa perguruan tinggi
Islam di Indonesia.

3. ABU A’LA AL-MAUDUDI

Lahir pada tanggal 25 September 1903 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab
1321 H di Aurangabad India. Ayahnya adalah seorang pengacara yang pernah
kuliah di Universitas Aligrah. Maududi memulai Karirnya di bidang jurnalistik,
pada usia 13 tahun {1918) dan pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi editor.
Beliau memperoleh pendidikan dasar dari lingkungan keluarganya sendir,
kemudian ia memasuki pendidikan menengah agama yang memadukan sistem
pendidikan modern dengan sistem pendidikan tradisional di Madrasah Faqahiya,
pendidikan tinggi di Dar al-Ulim Hederabad. Sejak Pakistan merdeka, Maududi
tampil sebagai tokoh yang berupaya menjadikan agama Islam sebagi pandangan
hidup dan konstitusi negara. Karya monumental beliau adalah; al-Jihad fi al-
Islam (1930), Risalah ad-Dinivah (1932), The Islamic Law and Constitution
(1955), Tafhim al-Qur'an dan Khildfuh wa ai-Muik (1978. beliau wafat pada
tahun 1979 M.



4. MUNAWIR SADZALI

Lahir di Klaten pada tanggal 7 November 1925, ia adalah mantan menteri
agama juga tokoh intelektual dan diplomat, menjabat menteri agama sejak
kabinet IV (1982-1988) hingga kabinet V ( 1988-1993), seteiah menyeiesaikan
sekolah menengah pertama/ tinggi Islam, Ma'ma al-Ulam’ di Solo selanjutnya
menjadi guru di Ungaran Semarang, dan selama masa perjuangan kemerdekaan
ikut menyumbangkan tenaga antara lain. sebagai penghubung antara markas
pertempuaran Jawa Tengah dan badan-badan kelaskaran Isiam. Karimya di
lingkungan depertemen luar negeri dirintisnya sejak tahun 1950, ketika
ditugaskan pada seksi Arab/ Timur tengah (1956-1959) dan Kolombo (1963-
1968), kemudian menjabat sebagai minister/ wakil kepada perwakilan RI London
(1971-1974 dan selanjutnya diangkat menjadi duta besar RI di Emirat, Kuwait,
Bahrain, Qatar, dan perserikatan keemiratan Arab 1976-1980. adapun tugas luar
negeri yang pernah dijabatnya adalah; sebagai kepala bagian Amerika Utara
(1959-1963) kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), staf ahli menteri luar negen
dan direktur jenderal politik departemen Luar Negeri sejak 1980. pendidikan
tingginya ia tempuh di Universitas of Exter Inggris (1953-1954) dan Georgetown
University Wasington DCAS, serta memperoleh gelar MA dengan tesis,Shari‘ah :
A Dinamic Legal System, Indonesian Moslem Parties and Their Political
Concepts. Beliau sebagai pengajar pada Fakuitas Pasca Sarjana Institut Agama
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada mata kuliah figh siyasah
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Nama
Tempat/ Tanggal Lahir
Alamat

Anak ke-

Nama Orang Tua
Ayah

ibu

Pekerjaan

Ayah

Ibu

Alamat

Jenjang Pendidikan

1. SD P1ji 02 Kudus

2. MTs Ibtidaul Falah Kudus - Lulus tahun 1996.
3. MA Tasywiquth Tuliab Saiafiyah Kudus - Lulus tahun 1999,

4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta - Angkatan 1999

: M. Arief Firdaus
: Kudus 15 Oktober 1980
: JI. Muria Km: 9 Piji 01/ 04 Dawe Kudus 59353

: Ketiga dari tujuh bersaudara

: Achmad Noer Qosim

. Anifah

: Wiraswasta

: Ibu Rumah Tangga

: JI. Muria Km: 9 Piji 01/ 04 Dawe Kudus 59353

- Lulus tahun 1993.
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